Menimbang

Mengingat

BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR |1 TAHUN 2019

TENTANG

FENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

bahwa untuk melaksanalean ketentuan Pasal 19 Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hubkum,

perlu menetapkan Peraturdn Daerah tentang Penyelenggaraan

Bantuan Hulkuam,

1B

4.

Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang nomor 12 Tahun 1956 tenfang
Pembentukan  Daerah  Otonom  Kabupaten — dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 23);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hulam
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahur_1 2011 Nomor
105, Tamhbahan Lembaran WNegara RL‘-le];Ilik Indonesia
Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3387) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 9

Tahun 2015 (entang Perubahan Kedua Atas Undang-



Menetapkan

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679,

. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tabun 2004 tentang

Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dar Wilayah Kota
Solok ke Kayu Aro-Sukarami  (Arosuka) di Wilayah
Kecamatan Gunung Talang Kabuopaten Solok [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomaor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4447Y);

. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 {entang

Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
10 Tahun 20135 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata
Cara Pemberian Bantusn Hukum dan Penyaluran Dana
Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
63 Tahun 2016 teniang Perubahan Peraturan Mentleri
Hulum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013
tenitang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomar 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara
Pemberian Bantuan Hulum dan Penyaluran Dana Bantuan

Hulourm;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK

dan
BUPATI SOLOI
MEMUTITSEAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HURKLIM,



PREE

BAB 1
EETENTUAN LUIMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1,

.

&

10

X,

Daerah adalah Kabupalen Sclok.

Pemerintah Daerah adalah Bupali sebapal  unsur
penyelengzaran  Pemerintahan Daecrah yang memimpin
pelaksansan urusan  pemerintahan vang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupali Sclok,

Bantuan Hukum adalah jasa hulkum yang diberikanoleh
pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada
penerima Bantuan Hulkuam.

Penerima Bantuan Hulkum adalabh orang atau sekelompok
orang miskin,

Pemberi Bantuan Hulum adalah lembags Bantuan Hukum
atau organisasi kemasyarakatan vang memberi layanan
Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Perkara adalah masalah hukum yvang perlu disclesaikan.
Litigasl adalah proses penanganan Perkara hukum yvang
dilakukan melalui jalar pengadilan untuk
menyelesaikannya.

MNonlitigasi adalah proszcs penanganan Perkara hukum vang
dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selarjulnya
disebut Bagian Hukum dan HAM adalah unit organisasi
vang menyelenpearalan ugas dan Mungsi dibidang hulkum
pada Bekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten
solok.

Wali Nagari adalah Wali Nagari di Kabupaten Solok.

Pasal 2

Bantuan Hukum diselenggarakan berdasarkan asas:

a. keadilan;

b. persamaan kedudukan di dalam hukum;

s

kererbukaan:



d.
B
L

efiziensi;
efekiivitas: dan

aluntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

[

(1)

(3]

(1)

(2]

merjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan
Hukum untuk mendapatlkan akses keadilan;

mewujudkan hak konsttusional warga Negara sesuai
dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam huloum;
merjamin  kepastian  penyelenggaraan Bantuan Hulkum
dilaksanakan secara merata di daerah; dan

mewljudkan peradilan yang efektuf, efisien, dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Pasal 4
Bantuan Hukum diberikan kepada penenma Bantuan
Hukum di Daerah, yang menghadapl masalah hulam.
Bantuan Hukum scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata
usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi.
Bantuan Hukum sebagaimana dimalksud pada ayat (1)
meliputi menjalankan kuasa, mendampingl, mewakili, dan
membela untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan

Hukurm.

Pasal 5

Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) melipuli setiap orang atau E-:ellmnp::-l-: arang
miskin yvang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak
dan mandiri.

Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
hak dasar atazs sandang, pangan, pelayvanan kesehatan,
pelayanan pendidikan, pekerjaan, herusaha, dan/ataun

perumaharn.



BAB I
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewsjiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hulkum berhak:

=1

b.

melakulkan rekrutmen terhadap advokat, para legal, dosen,
dan mahasiswa fakultas hukum;

melakulan pelayanan Bantuan Hulkum;

menyelenggarakan penyuluhan bukum, konsultasi hukum,
dan program kegiatan lain  yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Bantuan Hukum;

menerima  angearan dari Dasrah untuk melaksanakan
Bantuan Hukurmn;

mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela
perkara yang menjadi tanggung jawabnya sesual dengan
ketentuan peraluran perundang-undangan,

mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah  altaupun  instansi  lain, untuk
kepentingan pembelaan perkara; dan

mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan,
dan keselamatan selama menjalankan pembenan Bantuan

Hulum.

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hulkum berkewsajiban:

a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan

Hukum;

melaporkan sctiap pengginaan anggaran daerah yang
digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum;

menjaga kerahasiaan data, informasi, dan atau keterangan
vang diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan
dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan

lain oleh undang-undang;
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d. memberikan Bantuan Hukum kepada penerima Bantuan
Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan sampai perkaranysa
selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan

e, menyelenggarakan pendidikan dan pelathan Bantuan
Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas
hukum yang dirckrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal &

huaraf a.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hulkum

Pasal &

Penerima Bantuan Hukum berhale

a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya
selesal dan atau perkaranya lelah mempunyai kekuatan
hukum tetap, selama penerima Bantuan Hulum  yang
bersangkutan tidak mencabul sural kuasa;

h. mendapatkan Bantuan Hukum secsual dengan standar
Bantuan Hulum dan atau Kode Etik Advokat; dan

c. mendapatkan informmasi dan dokumen yang berkaitan
dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hulkum  secsuas

dengan ketentuan peraturan pcrundang—undﬂngal'l.

FPasal 9
Penerima Bantuan Hukum berkewsajibarn:
a. menyampaikan bukti, informasi, dan atau keterangan
perkara secara benar kepada pemberi Bantuan Hukum; dan

b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAE III
TUGAS DAN WEWENANG FPEMERINTAH DAERAH

Pasal 10
(1) Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
untuk membantu penyelesaian permasalahan hulkum yang

dihadapi penerima Bantuan Huloum.



(2] Penvelenggarasn Bantusn Hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar Bantuan
Huloum.

(3) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} meliputi:

a. Bantuan Hulum Litigas:; dan

b. Bantuan Hukum Nonhtigasi.

Pasal 11
Dalam penvelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah
mempunyai tugas:
a. menyusun dan menctapkan kebijakan penvelenggaraan
Bantuan Hulum:
b, menyusun rencana anggaran Bantuan Hulkum; dan
¢, mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efeldtif, efisien,

transparan, dan akuntabel.

Pasal 12

Femerintah Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimalsud dalam Pasal 11, berwenang:

a. mengawas! pelaksanaan program Bantuan Hukum oleh
Pemberi Bantuan Hukum;

b. memastikan penyelenggarsan  Bantuan  Hukum  dan
pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan sesual dengan
asas dan tujuan yvang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
ini; dan

c. melakukan identifikasi dan klarifikasi perkara vyang
digjukan pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan

Hulum ke pengadilan di Daerah.

Pasal 13

(1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilaksanakan oleh
Bagian Hukum dan HAM.

(2) Bagian Hukum dan HAM scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) menyamipaikan laporan terhadap evaluasi
penyvelenggaraan Bantuan Hukum pada akhir tahun
anggaran kepada Bupaty
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BAB IV
BANTUAN HUEKUM LITIGASI

Bagian Kesary

Llmam

Pasal 14
Pemberian Bantuan Hultum Litigasi dilakukan dengan
cara:
a. pendampingan dan/atau  menjalankan kuasa yvang
dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan; atau
b. pendampingan dan/arau menjalankan kuasa dalam
proses pemeriksaan di persidangan.
Pemberian  Bantuan Hukum  Litigasi scbagsimana
dimmaksud pada ayat {1} dikecualikan pada kasus narkoba,

asusila dan kekerasan terhadap perempuan dan anak,

Pasual 15

Pemberian  Bantuwan  Hukum  Litigasi  scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh advokat yang
berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum
dan/atau advokat vang direkrut oleh Pemberi Bantuan
Huloam.

Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah
Pemberi  Bantuan Hukum  tidak memadai  dengan
banyalnya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi
Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan
mahasiswa fakultas hukum.

Dalam melakulan pemberian Bantuan Hulum, paralegal,
dosen dan mahasiswa fakultas hulkum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] harus melampirkan bulkti tertulis
pendampingan dari advokat sebagaimana dimaksud pada

ayart (1).



Pasal 16

(1) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum Litigasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pember Bantuan
Hukum berpedoman pada standar Bantuan Hukum
Litigasi,

(2) Standar Bantuan Hukum Libigasi scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) mehputi:
a. slandar Bantuan Hulium untuk perkara pidana;
b. standar Bantuan Hulkum untuk perkara perdata; dan
¢, standar Bantusn Hukum untuk perkara tata usaha

NEegara.

Bagian Eedua

Pemberian Bantuan Hulkum Dalam Perlkara Pidana

Pasal 17

{1} Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana terdiri

atas:

a. tersangka;

b, terdalws; atau

¢. terpidana vang mengajukan upaya hukum biasa atau
upayva hukum luar bigsa,

(2] Tahapan pemberian Bantuan Hultum untuk perkara
pidana sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) huruf a
meliputi

penyvidikan;

a.
k. penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan:

0

upava nukum padsa tingkat banding;

p=

kasasi; dan/atau

e, peninjauan kembali,

Pasal 18
Standar pemberian  Bantuuan Hukum dalam  tahapan
penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruaf a melipuat;
a. pembuatan surat kuasa;

b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
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¢, pemeriksaan dan pembuatan  scluruh kelengkapan
dokumen yvang berkenaan dengan proses penyidikan; dan

d. pendampingan pada tahap penyidikan,

Pasal 19

Stancdar pemberian  Bantuan Hukum dalam  tahapan

penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b

melipati:

a. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen
vang berkenaan dengan proses  penunitutan  dan
pemeriksaan disidang pengadilan;

b, pendampingan pada tahap penuntutan  den/atau
pemeriksaan di sidang pengadilan;

c. pembuatan cksepsi, duplik, dan pledol guna kepentingan
Penerima Bantuan Hukum; dan

d. penghadiran alat bulti.

Pasal 20

Standar pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan upaya

hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c

meliputi:

a. melakukan upaya hukuam banding, kasasi, dan peninjauan
kembali sesual dengan permintaan Penerima Bantuan
Hukum; dan

b, penyiapan memori banding, memaori kasasi serta memeriksa
dan membuat scluruh  kelengkapan  dokumen  vang
berkenaan dengan pengajuan upaya hulum banding,

kasasi, dan peninjauan kembali,

Bagian Ketiga

Pembenan Bantuan Hukum Dalam Perkara Perdata

Pasal 21
(1] Penerima Bantuan Hulkum dalam perkara perdata terdin
atas:
a. penggugat; atau
b, tergugat.



{2) Tahapan pemberian Bantuan Hukum untuk perkara
perdala meliputi:
4, pengajuan gugatan;
b. proses persidangan; dan
¢, upaya hukum pada tingkat banding; dan/atau

d. kasasi.

Pasal 22
Standar pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan pengajuan

gugalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayal (2] huraf

a meliput:

a. pembuatan surat kuasa;

b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;

¢. pembuatan surat gugatan;

d. pemeriksaan  seluruh  kelengkapan  dokumen  yang

berkenaan dengan proses pengajuan gugatan; dan

e. pendaftaran gugatan ke pengadilan negeri.

Pasal 23

Standar pemberian Banfuan Hukum dalam tahapan proses

persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2]

huruf b melipuati:

a. pendampingan dann mewakili Penerima Bantuan Hulkum
pada saat mediasi;

b. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum
saat pemeriksaan di sidang pengadilan;

¢. penyiapan dan penghadiran alat buku dan ahly;

d. pembuatan jawaban, replik atau duplik dan kesimpulan;
dan

c. pemeriksaan  selurunh kelengkapan  delkumen  yang

berkenaan dengan proses di sidang pengadilan.

Pasal 24
Standar pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan pengajuan
upaya hulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2]
huruf ¢ dan huruf J meliputi:
a. melakukan upaya hukum banding, dan kasasi sesual

dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum,; dan



b. penyiapan mermori banding, memori kasasi serta memeriksa
dan membuat seluruh kelengkapan  dokumen vang
berkenasan dengan pengajuan upaya hukum banding, dan

kasasi.

Bagian Keempat

Pemberian Bantuan Hukum Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 25
(1) Penerima Banluan Hukum dalam perkara tata usaha
negara vaitu penggugat,
(2) Tahapan pemberian Bantuan Hulum untuk perkara tata
usaha negara meliputi:
8. PEngajuan gugatan;
b. proses persidangan; dan
c. upaya hukam.

Pasal 26
Standar pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan pengajuan
gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (2) hurad
a melipuati:
da. pembuatan surat Kuasa;
b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
d. pemeriksaan  =eluruh  kelengkapan  dokumen  yang
berkenaan dengan proses pengajuan gugatan;
¢. pembuatan surat gugatan; dan
. pendaftaran gugatan ke pengadilan tata usaha negara.

Pasal 27

Standar pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan proses

persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)

hurmaf b meliputi:

a. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal,
mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha
negara;

b. penviapan alat bukti dan menghadirkan saksi, danfatau
ahli;

¢, pembuatan surat replik dan kesimpulan; dan
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d.

pemeriksaan  seluruh kelengkapan  dokumen  yvang

berkenaan dengan proses persidangan.

Pasal 28

Standar pemberian Banluan Hukum dalam tahapan pengajuan

upava hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2]

huruf ¢ meliputi:

a.

(1}

(=)

melakulan upaya hukum banding, kasasi, dan/atau sesual
dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum, dan

penyiapan memori banding, memori kasasi serta memeriksa
dan membuat scluruh  kelengkapan deolumen yang
berkenaan dengan  pengajuan upaya hukum  banding,

kasasi, dan/atau peninjauan kembali.

BAEB WV
BANTUAN HUKUM NONLITIGASI

Bapian Kesam

Umuaam

Pasal 29
Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi dapat dilakukan
oleh advokar, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakulias
hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Huloum.,
Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

g, penyuluhan hukum;

=

konsultasi hukum;
investigasi kasus;
penelitian hukum;
mediasi;

[EegosIas;

pemberdayvaan masvarakat,

= - B = W

pendampingan di luar pengadilan; dan/atau

i. drafting dolkumen hukum.



Pasal 30

Bantuan Hukum Nonlitigasi scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 ayat (2) tidalk dapat dilakukan untuk Bantuan Hukum

litigasi terhadap kasus atau Penerima Bantuan Hukum yang

sama.
Bagian Kedua
Penyuluban Hulkum
Pasal 21
{1} Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal

]

13)

(1)

2]

29 ayat [2) huruf a berupa:

a. ceramah;

b. diskusi; dan/atau

¢. simulasi.

Dalam melakukan Peoyuluhan Hukum  sebagaimana

dimaksud pada ayval (1), Pemberi Bantuan Hukum

menilikberatkan pada:

a. materi akses terhadap keadilan;

b. peraturan perundang-undangan di bidang Bantuan
Hukum; dan

c. materi vang terkail dengan upaya membangun
kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

Kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada

ayal (1) dilaksanakan di nagari aten sekitar tempat tinggal

masyarakat miskin yang diben penyulubhan hukuam.

Pasal 32
Untuk menyelengearakan penyvuluhan hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayal (1), Pemochon Bantuan

Hukum harus mengajukan permohonan kepada Pembern:
Bantuan Hukum.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) diajukan
oleh  perwakilan  kelompok  yang  diketahui  dan
ditandatangani oleh Wali Nagari, di tempat tinggal pemohon

Bantuan Hukum.



Pasal 33

Penyvelenggaraan penyviluhan hulkum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 haras memenuhi syarat:

a.

(1)

(2]

(1]

1€]

(3)

peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit 15
(lima belas) orang, vang dibuklikan dengan daftar hadir;

. pelaksanaan penvuluhan hukum dilakukan dalam wakin

paling singkatl 2 x 60 (dua kali enam puluh) menit;

lokasi penyuluhan hukum dilaksanakan di kelompok orang
miskin vang berada di Daerah; dan

materi yang disampaikan dalam ceramah dan dilengkapi
dengan bahan referensi dalam bentuk tertulis.

Pasal 34
Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasa!l 31 dilakukan oleh panitia yang
dibentuk cleh Pemberi Bantuan Hulkum.
Panitia sebagaimana dimaksud pada syat (1) berjumlah 3
[tiga) orang vang terdin atas:
a. 1 [satu) orang ketus;
b. 1 [satuy] orang sekretaris atau moderator; dan
e. 1 [saltu) orang anggola;
vang merupakan perwakilan dari unsur advokat, paralegal,
dosen, dan/atau mahasiswa fakualtas hukam vang terdaftar

pada Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 33
Pemberi  Bantuan Hukum  wajib  membuat  laporan
pelaksanaan kegialan penyuluhan huloam,
Laporan pelaksanasn kegiatan penyuluhan hukum dibuat
dalam bentuk tertulis dengan melampirkan:
a. surat permohonan dari Pemohon Bantuan® Hukuam;
b. [olo pelaksanaan kegiatan,
c. absensi atau daltar hadir;
d. matern: penyuluhan hukum; dan
e. notulen pelaksanaan penyuluhan hukum
Ketentuan mengenai lata cara pelaporan  peslaksanaan
kegialan peryvuluban hukum sebagaimana dimaksud pada
ayalt [2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupat.



Pasal 36
Pemberi Bantuan Hukum  dapat  melakukan  kegiatan
pervuluhan hukum tanpa permohonan dari Penerima Bantuan
Hukum jika telah berkoordinasi dengan Wali Nagari, yang
menvatakan babwa peserta penpyuluhan hukum di lokasi
pelaksanaan penyuluhan hukum merupakan kelompok orang
miskin.

Bagian ketiga

Konsultasi Hulkum

Pasal 37

(1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
avatl (2) burul b dilakukan secara langsung oleh Pemberi
Bantuan Hukum kepada Penernima Bantuan Hukum untuk
1 {satu) masalah huloum.

(2) Hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir
konsultasi.

(3) Format formulir konsultasi hulkum sebagaimana dimaksud

pada avat (2] diatur lehib lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasul 38
Fealisasi biaya pelaksanasn keglatan konsultasi hulkum hanya
dapat diberikan 1 ([satu] kali terhadap kegiatan konsultasi
hukum dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hulum yang

SOImE.

Bagian Keempat

Investigasi Kasus

Pasal 34
(1) Investigasi kasus sehagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (2] bhuraf ¢ dilakukan dengan mengumpulkan,
menyeleksy, dan mendata miormas) danfatau dokumen
yvang berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi

Penerima Bantuan Huloum.



{2} Hasil investigasi kasus scbagaimeana dimaksud pada ayal

(1)

(]

(3)

k)

&

(L]

(]

3]

(1) dibuat dalam bentuk laporan investigasi kasus.

Bagian Kelima

Penelitian Hukum

Pasal 40
Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (2] huruf d dilakukan terhadap permasalahan
Bantuan Hukum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan
Hukum dengan dituangkan ke dalam proposal penelitian
hulkum,.
Pemberi Bantuan Hukum mengajukan terlebih dahulo
proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada
avat (1) kepada Bagian Hukum dan HAM.
Penelitian hulum scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hulum.
Penelitian hukum dapat dilaksanakan setelah proposal
penelitian mendapat persetujuan dari Bagian Hukum dan
HAM.
FFormat proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud

pada ayar (1) diamar lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41
Penelitian bulkum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
avat (1) dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi
Bantuan Hukuimn,
Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdini atas 1
[satu) orang kelua dan paling sedilkat 2 (dua) orang
anggota yang dapal lerdiri atas unsur:
a. advolat;
b. paralegal;
c. dosen; dan/atau
d. mahasiswa [akultas hulkum.
Ketua panita scbagsimana dimaksud pada ayat (2

berpendidikan paling rendah strata I di bidang hukum.



(1)

(2)

5]

(4]

= F 0y

Bagian Keenam

Mlediasi

Pasal 42
Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)
huruf e dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak
untuk masalah hukum perdata atau hukum tata usaha
negara.
Para pihs sebagaimana  dimaksuad  pada  ayat (1)
meripakan salah satu Penerima Bantuan Hulkum.
Mediasl sebagaimana dimaksud pada ayal {1) dilaksanakan
paling banvak 4 (empat) kali pertemuaan,
Setiap pertemuan mediasi harus dibuat benta acara
mediasi yang ditandatangani para pihalk,
Dalam hal pertemuan mediasi sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1) telah selesai, Pemberi Bantuan Hukum wajib
membuat laporan pelaksanaan kegiatan mediasi dalam

bentulk tertulis,

Pasal 43

Realisasi biava untuk kegiatan mediasi sebagaimana dirmnaksud

dalam Pasal 42 hanya dapat diberikan 1 (satu) kali terhadap

Penerima Bantuan Hukum vang sama.

(1)

(2]

(3]

Bagian Kenijuh

Megosiasi

Pasal 44

Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)
huruf { dilakukan berdasarkan permintaan Penenma
Bantuan Hukum pada kantor Pemberi Bantuan Hukum
atau tempar lain vang disepakafi.

Negosiasi sebagaimansa dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling banvak 4 (empat) kali pertemuan.

Pertemuan negosias! scbagaimana dimaksud pada ayat [2)
harus dibuatl dalam benmak berita acara negosiasi vang
ditandatangani oleh Pemben Bantuan Hukum dan

Penerima Bantuan Fuluam.
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(1]
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(3]

4

(1]

(2]

Dalam hal pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud
pada ayart (2) telah selesai, Pemberi Bantuan Hukum wajib
membuat laporan pelaksanaan pertemuan negosiasi dalam

bentuk tertulis.

Bagian Kedelapan
Pemberdayaan Masvarakat

Pasal 45
Pemberdayvaan masyarakat sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 29 avat (2] hurl g dilakukan guna meningkatkan
pengetahuan hukum Penerima Bantuan Hulum untuk:
4. penanganan atau pemantauan kasus;
b. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau
c. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.
Pemberdayvaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat [1) dilaksanalan berdasarkan permohonan dar calon
Penerima Bantuan Hukuam.
Fermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan
oleh  perwakilan kelompok yang diketahui  dan
ditandatangani olech Wali Nagari sesuai dengan domisili
pemohon.
Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] paling sedikit 10

[sepuluh) aorang.

Pasal 46
Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan
pelaksanaan kegiatan pemberdayasn masvarakat dalam
bentuk tertulis dengan melampirkan;
a, daftar hadir:
b. foto kegiatan; dan
e. notulen hasil kegiatan.
Laporan kegiatan pemberdavaan masyarakal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] meliputi:
a. jenis keterampilan;
b. jumlah Penerima Bantuan Hulum: dan

¢. jangka waltu kegiatan.



(1]

12)

(1)

(2]

Bagian Kesembilan

Pendampingan [31 Luar Pengadilan

Pasal 47

Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29 ayat (2} buruf h dilakukan dalam bentuk

advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke
instansi/lembaga pemerintah yang lerkait,

Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi

dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi
mengenzi hak dan kewajiban saksi danjfatau korban
dalam proses peradilan;

b, pendampingan saksi danjfatau  korban di  tngkat
penyidilan;

c. pendampingan  saksi  danjatau  korban ke umnit
pelayanan  terpadu  bagi korban  yang berada di
wilayahnya lerulama bagi perempusan dan anak;

d. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit
atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan visum et
reperfum atau perawatan kesehatan;

e. pendampingan  saksi  danfatau  korban  dalam
menanyakan perkembangan penyidikan dan
persidangan kepada aparal penegak huloum;

[, pendampingan saksl dan/fatan korban  untuk
mendapatkan pelindungan; dan/alan

g pendampingan  saksi danfatau keorban ke lembaga

konseling.

Pasal 48
Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 aval {2} tidalt boleh mengabaikan proses
hukum yang sedang berjalan.
Pendampingan di luar pengadilan dilalnakan paling banyak
4 (empat) kali dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan
untuk 1 (satu) kasus bagi Penerima Bantuan Hukum yang

Sallla.



(1)

(1)
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(1}

(1)

Pasal 44
Setiap keglatan pendampingan  di luar  pengadilan
schagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam
bentuk berita acara yang ditandatangani oleh Penerima

Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.

Bagian Kesepuluh
Draffing Dokumen Hukum

Pasal 50
Drafting dokumen hukum schagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (2} hurul i diberikan dalam bentuk
PELYUSLUTLATL
a. surat perjanjian;
surat pernyataan;
surat hibah;
kontrak kerja;

waslat; dan,/alau

g T - T o O o

dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan kegiatan drafiing dolkumen hukum diajukan
pleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat

keterangan miskin,

Pasal 51
Hasil drafting dokumen hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (1} disampaikan kepada Penerima
Bantuan Hukum paling lama 35 [lima) hari kerja terhitung
sejak tangpal permintaan Bantuan Hulum diterima.
Laporan pelaksanaan kegiatan drafiing dokumen hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentak

tertulis.

Pasal 52
Drafting dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 avat {1) bukan merupakan bagian dari dokumen
yvang digunakan untuk pengajuan permohonan pencairan

biaya untuk kegiatan Bantuan Huloum Litigasi.



(2]

Dalamm hal Pemberi Bantuan Hukum pada seaat yang
bersamaan memberikan Bantuan Hukum Litigasi kepada
Penerima Bantuan Hukum yang sama dengan Kegiatan
drafting dolumen hukumn, permobonan
pencairan anggaran hanva diberikan terhadap pelaksanaan

kegiatan Bantuan Hukum Litigasi.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesalu

Persyvaratan

Pasal 23

Pemberi Bantuan Hukum yang melaksanakan Bantuan

Hukum, harms memenuhi persyaratan sebagai beriloat:

a.
b,

berbadan hukum;
terakreditasi  berdasarkan Undang-Undang mengenai
Bantuan Hukum;

memiliki kantor atau sekretariat vang tetap;

d. memiliki pengurus; dan

(L]

2]

mermiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 59
Pemberian Bantuan Hulkum dilaksanskan oleh advokat
vang terhumpun dalam COrganisasi Bantuan Hukum.
Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah
Pemberi Bantusn Hukum tidak memadal dengan
banyalknva jumlah Penerima Bantuan Hulum, Pemben
Bantuan Hulkum dapat merekruat paralegal, dosen, dan

mahasiswa falnaltas huloum.

Pasal 25

Advokart sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), harus

memenuhl persyaratan:

A

terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hulkum yang

terakreditasi;



b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara
walktu atas pelanggaran kode etik vang dibulktikan dengan
surat keterangan dari organisasi induk; dan

¢, tidak sedang menjalani hulkuman atas pelanggaran
anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau
peraturan  internal, yang dibuktikan dengan surat

pernvataan dari Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 36
Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2),
harus memenuhi syarat:
a, terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang
terakreditas:,
b. memiliki bukti tertulis pendampingan dan advokat pada
Pemberi Bantuan Hulkum yang sama;
¢. telah mengikuli pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan
sertifikat pelatihan paralegal vang disclenggarakan oleh:
1. Pemberi Bantuan Hukum;
2. perguruan tinggi;
3. lembaga swadaya masvarakat yang memberikan Bantuan
Hukum; atau
4. lembaga pemerintah yang menjalankan [angsinya di
bidang hukum; dan
d. tunduk dan patuh terhadap kode etik pelayanan Bantuan
Hukum paralegal yang dibuat cleh Pemberi Bantuan Hukum

tempat paralegal tersebut terdaftar.

Pasal 57

Dosen sebapgaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2], haras

memenuhl syarat: .

a. terdaftar pada salah sata Pemberi Bantuan Hukum yang
terakreditasi; dan

b. memiliki bukti tertulis pendampingan dar advokat pada
Pemberi Bantuan Hukum yvang sauma;

¢. berijazah sarjana di bidang hukum yang mengajar pada
falcultas hukum atau fakultas syariah; dan

d. sebagai tenaga pengajar pada [akuitas hukum.



Pasal 58

Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2],

harus memenuhi syaral:

a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum vang
terakreditasi;

b, memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada
Pemberi Bantuan Hukum yang sama;

c. merupakan mahasiswa [akultas bukum atau  falultas
syariah vang dibuktikan dengan lkartu tanda mahasiswa
yvang masih berlaloy;

d. telah lulus mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara
perdata, danjatau hulkum acara tata usaha negara yang
dibuktikan dengan [otokopi transkrip nilai yang telah
dilegalisir; dan

¢. telah mengikud pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan
sertifikat pelatihan paralegal yang disclenggarakan oleh:

1. Pemberi Bantuan Hukum;

2_ Perguruan tingg;

3. lembaga swacdaya masyarakat yang membenkan Bantuan
Hulum: atau

4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya  di
bidang hukum.

Pasal 59

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, calon Penerima Bantuan

Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. membual sural permohonan vang berisi paling sedikat
identitas calon Penerima Bantuan Hukum dan uraian
singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan
Bantuan Hukum;

b. memiliki dokumen yvang berkenaan dengan Perkara; dan

o, memiliki surat keterangan miskin dari Wali Nagari di tempat

tinggal calon Penerima Bantuan Hukum.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Litigasi

Pasal &0
(1] Calon Penerima Banluan Hukum untuk memperoleh

Bantuan Hukum Litigasi, harus memenuhi persyaratan:



2]

(3]

(1}

(2)

(3]

a., mengajukan  permohonan Bantuan Hukum  secara
tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum;

b. melampirkan [otokopi kartu tanda penduduk;

c. melampirkan surat kelerangan miskin dari Wali Nagan
di tempat tinggal calon Penerima Bantuan Hukum; dan

d. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan
perkara.

Calon Penerima Bantuan Hukum yang tidak mampu

menyusun  permohonan sceara lerfulis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengajukan

permohonan secara lisan.

Permohonan secara lisan scbagaimana dimaksud pada ayat

(2] dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemben Bantuan

Hukum dan ditandatangani atau dicap jempol oleh calon

Penerima Bantuan Huloum.

Pasal 61

Pengajuan permohonan Bantuan Hulum secara tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a
dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh
Pemberi Bantuan Hukum vang paling sedikit memuat :
d. identitas calon Penerima Bantuan Huloum; dan
b. uraian singlkat mengenai pokok persoalan  yang

dimintakan Bantuan Hukum.
Identitas calon Penerima Bantuan Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul a dibuktikan dengan kartu
tanda penduduk atan surat keterangan alamat sementara
dan/atau dolkumen lain yang dikeluarkan oleh Wali Nagari
atau perangkal Dasrah vang melaksanakan urasan
pemerintahan di bidang kependudukan.
Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki
identitas, Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Bagian
Hukum dan HAM dapat membantu calon Penenma
Bantuan Hukum dalam mempereleh surat keterangan
alamat sementara dan/atau dokumen lain dari perangkat
Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di

bidang kependudulan.



(]

Surat keterangan alamat sementara danfatau dokumen
lain sebagaimana dimaksud pads avat (3) harus diketahui
oleh Wali Nagari, <i tempat tinggal pemben Bantuan
Hukurm,

Perangkat Daerah VAT melaksanakan urusan
pemerintahan  di bidang  kependudukan sebagaimana
dimaksud pada aval [3) mengeluarkan surat keterangan
alamat sementara dan/atau dokumen lain untuk keperluan

penerimaan Bantuan Hukum.,

Prasal 2

Dalam hsal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiblki

surat keterangan mislin schbagaimana dimaksud dalam Pasal

60 ayat (1) huruf ¢, calon Penerimsa Baniuan Hukum dapat

melampirkan surat keferangan dar:

d.

(1]

kepala kepolisian vang memeriksa perkara pada tahap
penyidikan;

kepala kejaksaan negeri setempat pada tahap penyidikan
atau penuntutian;

kepala rumah tahanan, jika penerima Bantuan Hukum
adalah tahanan miskin: atau

kepala lembags pemasyarakatan, jika penerima Bantuan

Hulkum adalah narapidana miskin,

Pasal 63
Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan
Pasal 61 vang meliputi:
a. analisis dokumen; dan
b. mendengarkan uraian yang berkaitan dengan perkara

yvang dimohonkan,

Pemeriksaan  kelenghkapan  persyaratan  sebagaimana
dimaksud pada ayat [1) dilakukan oleh pemberi Bantuan
Hukum paling lama 4 [empat) hari kerja setelah berkas

permohonan diterima.
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(1)

(2]

(3)
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(1]

Pemberi Bantuan Hukum selelah memeriksa kelenglkapan
persyaratan sebagaimana  dimaksud pada  ayat (2]
memberikan penjelasan mengenai masalah hukum beserta
kemungkinan resiko yang dihadapi, kepada calon Penerima

Bantuan Hukum.

Pasal &4
Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan kesediaan atau
penolakan secara terlulis atas permohonan calon Penerima
Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari
kerja terhitung sejak permohonan Bantuan Hukum telah
memenuhi persyaratan dan dinvatakan lengkap.
Dalam hal menyatakan kesediaan, Pemberi Bantuan
Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat
kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.,
Dalam hal permohonan Bantuan Hulum ditolak, Pemberi
Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan
secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
Keputusan menolak permohonan  Bantuan Hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan
alasan:
a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan
Hulum;
b. persyaratan untuk menerima Bantuan Hukum tidak
terpenubn; dan
c. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit

dari pada biaya penyelesaian perlkara.

Pazal 65
Pemberi Bantuan Hukum dalamm memberikan Bantuan
Hukum mengumumlcan :
a. dasar hukum;
b. jam pelayanan;
¢. personalia dan struktur organisasi;
d. jenis layvanan: dan

e, alamat, nomor telepon, fowoanilie, email, dan/atau laman.
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(2) Pemberi Bantuan Hulkum menyediakan petugas dan sarana

prasarand pelayvanan vang memadai.

Pasal 66
(1) Pemberi Bantuan Hukum hanya beoleh memberikan
Bantuan Hukum kepada 1 (saw) pihak untuk 1 [sat)
kasus yang sama.
(2} Dalam hal dalam 1 (satu) kasus Bantuan Hukum yang
diberikan terdapat lebih dari | (satu) pihak, Pemberi
Bantuan Hukum wajib memberikan informasi atau rujukan

kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lain.

HPasal 67

(1) Penerima Bantuan Hukum wang tidak mendapatkan
pelayvanan  Bantuan Hukum  sesuai  dengan  standar
pemberian Bantuan Hukum, dapat melaporkan Pemberi
Bantuan Hukum kepada Bagian Hulkum dan HAM.

(2] Bagian Hulkum dan HAM setelah menerima laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan
peringatan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum
untuk menerapkan standar pemberian Bantuan Hukum,

(3] Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum tidak melaksanakan
peringatan yang diberikan oleh Bagian Hukum dan HAM
sebagaimana dimaksud pada ayat (2], Penerima Bantuan
Hukum mengajukan permohonan kepada Bupati melahai
Bagian Hukum dan HAM untuk menunjuk Pemberi

Bantuan Hukum lain.

Bagian Keliga

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi:

Pasal 68
(1] Untuk memperoleh Bantuan Hukum Nonlitigasi berupa
konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, pendampingan di
luar pengadilan dan/atau  konsep dokumen hulum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huraf b,
huruf e, huruf f, huruf b dan huruf i, calon Penerima

Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan:



&. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi
identitas pemohon dan uraian singkal mengenal pokok
persoalan yvang  dimohonkan Bantuan Huloum
nonlitigasi;

b. menyerahkan dolkumen vang berkenaan dengan
perkara; dan

¢, melampirkan sural keterangan miskin dari Wali Nagari
alan surat keterangan instansi wvang berwenang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

(2) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum, tidak mampu

(3]

(1)

[£]

(3]

(4]

menyusun  permohonan secara lertulis  sebagaimana
dimaksud pada avat (1), Pemohon dapat mengajukan
permohonan secara lisan.

Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi

Bantan Hukum.

Pasal 69
Pemernksaan kelengkapan persyaratan oleh Pemberi
Bantuan Hukum scbagaimana dimaksud dalam Pasal 68
ayat (1) dalam wakiu paling lama 2 (dua) han kerja setelah
menerima berkas permohonan Bantuan Hukum Nonlitigasi.
Pemberi Banluan Hukum wajib menyvampaikan kesediaan
atau penolakan  secara  tertulis  atas  permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayal {1] dalam waktu paling
lama 2 ([duza) hari kerja terhitung sejak permohanan
Bantuan Hukum nonlitigas) telah memenuhi persyaralan
dan dinyatakan lengkap.
Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan
kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi
Bantuan Hulcum memberikan Bantuan Huloum
berdasarkan sural kuass khusus dari Penerima Bantuan
Hukum.
Dalam hal permohonan Baniuan Hukum ditolak, Pemberi
Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan
secara tertulis dalam waktu paling lama 3 {lga)} hari kerja

terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.



BAB VII
PENDANAAN DAN PELAPORAN

Bagilan Eesatm

Sumber Dansa

Pasal YO

(1) Pendanaan Bantuan Hulum yang disclenggarakan oleh
Pemerintah Daerah, bersumber darl Anggaran Pendapatan
dan Belama Daerah

(2] Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimalksud pada ayat
{1) dialokasikan pada anggaran Bagian Hulum dan HAM.

(3] Ketentuan lebih lanjul mengenai pendanaan Bantuan
Hulkum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Bupafi.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Pasal 71
Untuk mendapatkan dana Bantuan Hulkum sebagaimana
dimaksud dalam PFasal 70 ayal (1), Pemberi Bantuan Hulum
mengajukan permohonan  tertulis kepada Bupati melahu
Bapian Hukum dan HAM.

Pasal 72

Untuk pemberian  Bantuan Hukum  Litigasi, Pengajuan

permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 71 dengan melampirkan dolumen:

a. sural permohonan secara tertulis darl Penerima Bantuan
Hukum;

b. foto copy surat kuasa dari Penerima Bantuan Hubum;

¢. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan
Penerima Bantuan Huloam;

d. surat keterangan tidak mampu atau deokumen lasinnya dari
aparat pemcerintah setempat dalam hal ini Wali Nagarl

setempat;



(1)

(2]

Y
i

ringkasan laporan perkembangan Perkara;
dokumen kepengurusan dan Lembaga Bantuan Hukum
vang telah berbadan hukum;

bukti penanganan perkara; dan

. surat pernyataan tdak menerima dana Bantuan Hukum

vang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara
dan anggaran pendapatan cdan belanja dacrah pemerintah

kabupaten/kota lain untuk kasus/perkara yang sama.

Pasal 73
Bukli penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72 hurul g untuk Bantuan Hukum litigasi dalam
perkara pidana discsuaikan dengan tahapan pemeriksaan
meliputi:
a. tahap penyidikan;
b. tahap penuniutan;
c. tahap persidangan di pengadilan tingkat [;
d. tahap persidangan di pengadilan tingkat banding;
e, tahap persidangan di pengadilan tingkat kasasi;
dan/atau
f. tahap peninjauan kembali.
Tahap penvidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, dengan melampirkan :
a. surat permohonan;
b. surat kuasa;
C. surat pernyataan;
d. sural panggilan;
e. sural perintah penyidikan atau  surat  perintah
penghentian penyidikan; dan

f. putusan Praperadilan, jika ada.

(3) Tahap penunturan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, dengan melampirkan:

a. surat kuasa;

b. surat dakwasn;

¢. surat penetapan pengadilan afau penunjuksn hakim
untuk pendampingan, jika ada; dan

d. surat keputusan penghentian penuntutan, jika ada.
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{4) Tahap persidangan di Pengadilan Tingkat [ sebagaimana

=

1)

(7]

dimaksud pada ayat (1) hurul ¢, dengan melampirkan:

a. nomor perkara,;

b. eksepsi  jika disampaikan secara  lertulis  dalam
persidangan;

c. pledoi;

d. replik jika disampaikan secara tertulis  dalam
persidangan;

e. duplik  jika disampaikan sccara  tertulis  dalam
persidangan; dan

f. jadwal sidang.

Tahap persidangan di  Pengadilan Tingkat Banding

sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf d, dengan

melampirkan:

a. akta Banding;

b, memori banding atau kontra memori banding, dalam hal
perkara dilanjutkan ke tingkat banding dan

c. salinan purusan atau  petikan  putusan  pengadilan
tingkat banding.

Tahap persidengan di  Pengadilan  Tingkat Kasasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan

melampirkan:

a. akta Kasasi;

b. memori kasasi atau keontra memori kasasi, dalam hal
perkara
dilanjutkan ke tingkat kasasi; dan

c. salinan putusan atau  petilkan putusan pengadilan
tingkat kasasi,

tahap peninjauan kembali scbapaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf {, dengan melampirkan:

a. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PKi
kepada
pengadilan tingkat pertama;

b. salinan putussn  pengadilan  sebelumnya  yang
menyatakan
putusan sudah berkeluatan hukum tetap; dan

c. memaori peninjavan kembsall,



(1]

(2]

(3}

[4)

(3]
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Pasal 74
Bukt penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72 huruf g untulk tahapan Bantuan Hukum secara
litigasi dalam perkara perdata meliputi:
a. tahap gugalan;
b. tahap persidangan di pengadilan ungkat 1,
tahap persidangan di pengadilan tingkat banding;
d. tahap persidangan di pengadilan  ungkat kasasi;
dan/fatau
e, tahap peninjauan kembali.
Tahap gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huaruf
a, dengan melampirkan:
surat permohonan/ sural gugatan;
sural kuasa;

surat pernyataan;

oo gD

registrasi perkara dengan nomeor register;

e. sural pangeilan; dan

[. akta perdamaian atau melanjutkan perkara.

Tahap putusan pengadilan tingkat I sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul b, dengan melampirkan:

a. jadwal sidang;

b. surat kuasa;

C. S0masi;

d. jawaban gugatan;

e. tawaran mediasi atau jawaban;
f. eksepsi atau replik;

g.- kesimpulan; dan

h. salinan putusan alau pelikan putusan pengadilan.

Tahap putusan pengadilan tingkat banding sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hurul ¢, dengan melampirkan:

a. akta banding;

b. memori banding alau kontra memori banding, dalam hal
perkara
dilanjutkan ke proses upaya hukum; dan

¢, salinan putusan atau petikan putusan pengadilan
tingleat banding.

Tahap putusan pengadilan tingkat kasasi sebagaimana

dimaksud pada ayat {1} hurul d, dengan melampirkan:
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(1)

(2]

(3)

et b e

2. memori kasasi atau konira memori kasasi, dalam hal
perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum; dan

b. salinan putusan atau perilkan putusan pengadilan
tingkal kasas:,

Tahap peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada

ayal (1) hurafl &, dengan melampirkan:

g, sural permintaan; permohonan peninjauan kembali (PE)
kepada pengadilan tingkat pertama;

b. salinan putusan pengadilan yvang sudah berkekuatan
hukum
tetap;

c. memori peninjauan kembali; dan

d. salinan putusan atau petikan  putusan  peninjauarn

kembali.

Pasal 75

Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 72 huruf g untuk ahapan Bantuan Hukum secara

litigasi di bidang hukum tata usaha negara meliputi:

a. tahap pemeriksaan pendahuluan;

b. tahap putusan pengadilan tinglkat [;

c. tahap persidangan di pengadilan tingkat banding;

d. tahap persidangan i pengadilan tngkat kasasi;
dan/atau

e, tahap peninjauan kembah,

tahap pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf &, dengan melampirkan:

a. permohonan;

L. surat kuasa;

C. surat pernyataan;

d. surat gugatan;

e, registrasi perkara dengan nomor regisier;

[. surat panggilan;

g, surat peEnetapan pengaditan pada rapal
permusyawaratan/ dismissal process, dan

h. keputusan upava administrasi terhadap kebijakan dari
pejabat Tata Usaha Negara, jika ada.

Tahap putusan pengadilan  tingkat [ sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huraf b, dengan melampirkan:



(4)

[3)

8]

(L]

jadwal sidang;

surat xuasa;

=0mast;

Jawaban gugatan,

tawaran mediasl atau jawaban,
eksepsi atau repliks

kesimpulan;

= T - T R~

gsalinan putusan atau petkan putusan  pengadilan

salinan putusan atau petilkan putusan pengadilan.

Tahap putusan pengadilan lingkat banding sebagaimana

dimaksud pada ayvat (1) huruf ¢, dengan melampirkan:

a. akta banding;

b. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal
perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan

¢, salinan putusan atau  petikan  putusan pengadilan
tingkat banding,

Tehap putusan pengadilan tingkat kasasi sebagaimana

dimaksud pada ayal (1) humaf d, dengan melampirkan:

a. akta Kasasi;

b, memori kasasi; dan

c. salinan pulusdan atau  petikan putusan pengadilan
tingkat kasasi.

Tahap peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hurul e, dengan melampirkan:

a. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PE)
kepadapengadilan tingkat pertama;

b. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan
hukoam tetap;
memord peninjauan kembali; dan

d. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan

kembali.

Pasal 76
Penyaluran anggaran Bantuan Hukum  Nonlitigasi
dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan
1 (satu) kegiatan Nonlitigasi dan menyampaikan laporan
vang disertai dengan bukt pendukung dan/atau dokumen

hulkum yang disyvaratkan.



(2) Dokumen hukum vang disyaratkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk Bantuan Hukum Nonlitigasi meliputi:

gurat kuasa;

=2

pendapat hukum (legal opinion;

pelaporan atau pengaduan;

oo

somaAs] 4l leguran;

e. surat menvampaikan pendapat (hearing) atau audiensi;
[, tawaran mediasi; dan/atau
g. akta perdamaian.

(3) Dokumen Hukum secbagaimana dimaksud pada ayat (2)
disesuaikan dengan jenis kegiatan Bantuan Hukum
Nonlitigasi dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

(4} Penvaluran anggaran Bantuan Hukum sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dihitung berdasarkan tarif per
kegiatan sesuai  dengan  standar biayva pelaksanaan

Bantuan Hukum Nonlitigasi vang ditetapkan.

Pasal 77
Bagian Hukum dan HAM memeriksa dan menguji kebenaran
tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum
sebagai dasar penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dan

Bantuan Hukum Nonlitigasi.

Pasal 78

(1) Bagian Hukum dan HAM wajib memeriksa kelengkapan
permohonan sebagaimana dimaksad dalam Pasal 72 dan
Pasal 76 dengan jangka waktu paling lama 5 (lima] hari
kerja.  sejak  tangeal diterimanva berkas pengajuan
permohonian dana Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan
Hulum,

(2} Hasil Pemeriksaan yvang dilakukan oleh Bagian Hukum dan
HAM sebagamana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban
menerima atau menolak permohonan yang disertai dengan
alasannys:.

(3) Dalam hal permohonan penyaluran dana Bantuan Hukum
telah memenuhi persyaralan, Bagian Hulum dan HAM dan
Pemberi Bantuan Hulkum menandatangani Berita Acara

Pembayaran.
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(4) Dalam hal permohonan penvaluran dana Bantuan Hukum
ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat {2), Pemberi
Bantuan Huloum dapat mengajuikan kembali
permoheonannya  setelah  melengkapi dan  memperbaiki

kelengkapan persyaratan permohonan,

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 79
Pemberi Bantuan Hukum wajib  melaporkan  realisasi
pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum kepada Bupali setiap

akhir tahun berjalan.

Pasal 80

(1) Untuk perkara Litigasi, laporan realisasi scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 78, hamis melampirkan paling
sedilit:

a. salinan  putusan perkara  vang lelah mempunyai
kekuatan hukum tetap; dan

b. perkembangan perkara vang sedang dalam proses
penyelesaian,

(£} Untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 77, harus melampirkan laporan
kegiatan vang telah dilaksanalan.

(3) Ketentuan lebih lanjul mengenai tata cara pelaporan
pelaksanaan anggaran Bantuan Hulkum diatur dengan

Peraturan Bupati.

BAB VIl
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 81
(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap
Pemberi Banman Hukum dalam rangka meningkatkan
kualitas pemberian Bantuan Hukum yang dilaksanakan

oleh Pemberi Bantuan Huloum.
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(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan terhadap
orpanisasi Bantuan Hukum atan organisasi
kemasyarakatan di Daerah sclain Pembern Bantuan Hukum
untuk meningkatkan lkualitas organisasi Bantuan Hukum
atan  organisasi  kemasvarakatan  oschingea mergadi
organisasi Bantuan Hulkum yvang terakreditasi berdasarkan
peraluran perundang-undangean.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dapat berups :

a. pendidikan dan pelatihan; dan/atau

b. bimbingan teknis.

FPasal 82
Dalam melakukan pembinasn scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 Pemenntah Dsacrah dapat bekera sama dengan
perguruan  tinggl, organisasi Bantuan Hukum, danjatau
instansi vertikal yang menyvelenggarakan urusan pemerintaban

di ndang penegakan hukum di Dasrah,

Pasal 83
(1} Setiap pemberian dana Bantuan Hukum wvang diberikan
Pemerintah Dacrah dilakukan pengawasan.
(2} Pengawasan sebapaimana dimaksud pada ayvat (1) melipuati:
a. pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan
penyaluran dana Bantuan Hukum
b, pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di
tempat berperkars;
¢, verifikasi terhadap berkas proses beracara VAN
dilaporkan Pemberi Bantusan Hukum,dan/atan
d, Klarifikasi terhadap dugaan penvimpangan aleh Pemberi
Bantuan Hukum vang dilaporkan masyarakat,
(3] Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Tim Pengawas dari internal yang

ditetapkan dengan Kepulusan Bupatl,



Pasal 84
Selain pembinaan schagaimana dimaksud dalam Pasal 81,
Pemerintah Daerah melalkukan pembinaan penyelenggaraan
Bantuan Hukum kepada masyvarakat, pemangku adat dan
pemangku kepentingan lainnya, di Daerah melalui:
a. sosialisasi;
b. penyuluhan; dan

c. bimbingan teknis kepada pemerintah Nagar,

Pasal 85
Ketentuan lebih  lanjut mengenai lale cara  pelaksanasn

pembinaan dan pengawasan di atur dengan Peraturan Bupati,

BAR X
LARANGAN AN SANKSI

Pasal 86

(1) Pemberi Banluan Hukum dilarang :

a. menerima atan meminta pembayaran dari Penenma
Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait
dengan perkara yvang sedang ditangani Pember Bantuan
Hulcum;

b. melakukan rekavasa permohonan Penerima Bantuan
Hukum;

c. melakukan pemberian Bantuan Hukum tidak sesuai
dengan standar pelaksanaan pembenan Banfuan
Hukum; dan/alan

d. menerima dana Banluan Hukum wvang berasal dar
Anggaran Pendapalan dan Belanja Negara, anggaran
pendapatan dan belanja Daerah Pemerintah Provinsi,
dan anggaran pendapatan  dan bglanja  daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota lain, untuk kasus/perkara
VANY SATTE.

(2} Dalam hal Pemberi Banluan Hukum melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a, dipidana
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan
sebagaimana dimalksud pada ayat (1) hurmaf b, huruf ¢, dan
huruf d Pemerintah  Daerah  memberikan  sanksi

administralil berupa:
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a. menghentikan pemberian anggaran Bantuan Hukum;

b. tidak memberikan anggaran Bantmuan Hukum pada
tahun anggaran berikutnya; dan

¢, dilaporkan kepada Kementerian yvang menyelenggarakan
urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk
diberikan sanksi sesual dengan kelentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Pemberian sanksi administratf sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) tidak meniadakan pidana yang diatur oleh

peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87
Peraturan Daecrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang  mengeiahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerabh ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Solok,

Ditelapkan di Arcsula
pada Langgal & f¥kbg- 2019
BUPATI SOLOK,

i
GLISMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tangzal & KEhr 2019
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SOLOK,
L

ASWIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2019 NOMOR W
NOREG PERATURAN DAERAH KABUFATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA
BARAT: (11/103/2019),



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 0 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Dalam negara hulum, negara mengakui dan melindungi hak asasi
manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakanpgnyva, sehinpga
semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum
(equality before the low), Persamaan dihadapan hukum atau equality before
the law adslah salabh satu asas terpenting dalam hukum moedern. Asas ini
menjadi salah satu sendi dokirin Bule of Law yang juga menvebar pada
negara-negara berkembang seperti Indonesia,

Sejak diundangkannva Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum, maka Bantuan Hukum kepada masyarakat
miskin menjadi keharusan dan mendapatkan penjaminan vang pasti dari
negara. Namun disadari memang bahwa penyelengparan dana Bantuan
Hukum dari pembiayasn Angpsran Pendspatan dan Belanja Negara
tdaklah mencukupi untuk menjamin penyvelenggaraan Bantuan Hulum
untuk masyarakat miskin di selurub Indonesia. QOleh karena ita, dalam
Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dinvatakan bahwa Daerah
dapat mengalokasikan angearan penyvelenggaraan Bantuan Hukum dalam
Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah dan ketentuan lebih lanjut
mengenal penyelengsaraan Bantuan Hukum  tersebut diatur dengan
Peraturan Daerah.

Penvelenggaraan Pemberisn Bantuan Hukum vang diatur oleh
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bantuan ‘Hukum lebih
dityjukan kepada penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah.
Selanjutnya berdasarkan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
dinvatakan bahwa pemerintah daerah dapal mengalokasikan anggaran
penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam anggaran pendapatan dan belanja
daerah,

Dalam Peraturan Daerah ini pemberian banman hanya diberikan
kepada setiap orang amau kelompok ocrang miskin yvang menghadapi

masalah bukum di bhidang bukum pidana, perdata, dan tata usaha negara,

|



baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi. Pemberi Bantuan Hukum harus
memenuhi persvaratan yvang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini yang
terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan
vang memberikan layanan Bantuan Hulum. Pada prinsipnya pengaturan
mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam  Peraturan Daerah ini
merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional erang atau kelompok

orang rmiskin.

[I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengsan “asas keadilan” adalah menempatlkan hak
dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar,
baik, dan tertil.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas persamaan lkedudulkan di dalam
hukum® adalah bahwa seliap wrang mempunyai hak dan
perlalkuan wvang sama di depan hukum serta  kewajiban
menjunjung tinggi hulkuam.
Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukasn®” adalah memberikan
akses kepada masvarakat untuk memperoleh informasi secara
lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatlkan
jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional,
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas elisiensi” adalah memaksimalkan
pemberian  Bantuan Hukum melalul  penggunasan  sumber
ATPUATAL Vang acdsa,
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “asas efelfivitas” adalah menentukan
pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.
Hurufl [
Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan

Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
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Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Culcup jelas
Paszal &

Cuknp jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Paszal 9

Culaup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Culkup jelas
Pasal 13

Culup jelas
Pasal 14

Ehusus bagi korban asusila serta perempuan dan anak korban

kekerasan dapat diberikan bantuan hukum,
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Culkup jelas
Pasal 17

Culkup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pazal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Culkup jelas
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Pasal 21

Culoup jelas
Pasal 22

Culknp jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35

Cukup jelas
Pasal 36

Cukup jelas
Pasal 37

Culkup jelas
Pasal 38

Cukup jelas
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Pasal 329

Culkup jelas
Pasal 40

Cukup jelas
Pasal 41

Cukup jelas
Paszal £2

Cukup jelas
Pasal 43

Cukup jelas
Pasal 44

Cukup jelas
Pasal 45

Cukup jelas
Pasal 46

Cukup jelas
Pasal &7

Cukup jelas
Pasal 4&

Cukup jelas
Pasal 449

Culkup jelas
Pasal o0

Cukup jelas
Pasal 51

Cukup jelas
Pasal 32

Culkup jelas
Pasal 54

Cukup jelas
Pasal 55

Cukup jelas
Pasal 56

Cukup jelas
Pasal 57

Cukup jelas
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Pasal o8
Culkup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Culoup jelas
Pazal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Culup jelas
Pasal 649
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Avat (1)
Cukup jelas
Ayat (2]
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas



Avat [4)
Huruf a
Cukup jelas
Hurul b
Yaung dimaksud dengan eksepsi adalah penolakan fkeberatan
yang disampaikan olch seorang terdakwsa, disertai dengan
alasan-alasannya bahwa dalowaan yang diberikan kepadanya
dibuat tidak dengan cara yang benar dan tidak menyangkut
hal tentang benar atau tidak benarnya sebuah tindak pidana
vang didalowakan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan pledoi adalah hak kepada terdakwa
dan atau penaschat hukumnya untuk mengajukan
pembelaan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan replik adalah jawaban penggugal
dalam hal baik terulis maupun juga lisan terhadap jawaban
tergugat atas gugarannya,
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan duplik adalah jawaban tergugatl
terhadap suatu replik yang digjukan oleh penggugat
Huruf £
Culkup jelas
Avat (3)
Cukup jelas
Avat (6)
Cukup jelas
Avat [7)
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
FPazal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
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Pasal 78

Cukup jelas
Pasal 74

Cukup jelas
Pasal 80

Cukup jelas
Pasal 81

Cukup jelas
Pasal 82

Cukup jelas
Pasal 83

Cukup jelas
Pasal 84

Culup jelas
Pasal 85

Cukup jelas
Pasal 85

Cukup jelas
Pazal 87

Cukuyp jelas

TAMEAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN S30OLOK NOMOR &



